
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Termaktub pada alinea ke-4 preambule Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bahwa tujuan berdirinya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita dan tujuan sebagaimana dimaksud, 

dapat diwujudkan dan dicapai melalui suatu pendanaan dan pengelolaan 

keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara itu kemudian diatur di dalam 

batang tubuh UUD 1945 pada Bab VIII tentang Keuangan, yang terdiri dari 

Pasal 23 sampai dengan Pasal 23D. Pengaturan itu meliputi, perencanaan 

pengelolaan keuangan negara; sumber pendapatan negara; pengelolaan 

keuangan negara; serta bank sentral. Sistem pengelolaan keuangan negara yang 

baik merupakan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Pencapaian tujuan negara 

selalu terkait dengan hukum keuangan negara yang memuat kaidah hukum 

untuk mengelola keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara 

negara.
1
 Dalam menjalankan sebuah negara yang dapat memajukan 

kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi, negara yang dalam hal ini 

dimaksudkan pemerintah menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam 
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merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali 

bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah 

kebijakan di bidang ekonomi.
2
  

Pelaksanaan kegiatan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa 

memerlukan dana pembiayaan yang sangat besar dan berlangsung secara 

bertahap. Dalam hal ini pemerintah berupaya menghimpun sumber-sumber 

penerimaan Negara yang setiap tahunnya dihimpun dalam anggaran pendapatan 

dan belanja negara (APBN). Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri 

dari: Pendapatan perusahaan-perusahaan, barang-barang milik pemerintah atau 

yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk 

kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah 

wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan 

sumbangan.
3
 

Dari sumber-sumber penerimaan negara yang telah disebutkan, salah satu 

penerimaan terbesar adalah pajak. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani 

mengatakan “Salah satu komponen yang sangat penting di dalam pendapatan 

(APBN) adalah pajak. Pajak merupakan tulang punggung nasional”.
4
 Pajak 

didefinisikan sebagai iuran kepada negara–yang dapat dipaksakan–yang 
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terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
5
 Penerimaan dari 

sektor pajak ini sendiri dapat digunakan untuk sumber keuangan negara dan 

keuangan daerah yang nantinya berfungsi sebagai dana untuk meningkatkan 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa untuk 

meningkatkan kesejahteraan.
6
 Adapun fungsi pajak menurut Rochmat Soemitro 

ada 3 yaitu fungsi budgeter; fungsi mengatur dan untuk menanggulangi inflasi.
7
 

Pajak sendiri telah diatur dalam konstitusi, yakni dalam pasal 23A UUD 

1945.
8
 Kemudian pengaturan secara spesifik melalui Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang 

diharmonisasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Penerimaan pajak di Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam 

keuangan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam satu dekade terakhir 
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pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dengan 

kontribusi rata-rata sekitar 75%, Berdasarkan Laporan Kementerian Keuangan 

2011-2021. Terbaru, dalam APBN tahun 2021 penerimaan perpajakan 

ditargetkan sebesar Rp 1.866 triliun atau memegang kendali sekitar 83,43% dari 

total pendapatan negara.
9
 Hal ini menegaskan bahwasannya pajak masih 

menjadi sumber penerimaan utama dalam anggaran belanja negara dan 

memegang peranan penting dalam penerimaan negara. 

Dalam hal penerimaan negara melalui pajak, pajak penghasilan masih 

mendominasi komposisi pajak dalam negeri. Berdasarkan laporan Badan Pusat 

Statistik tahun 2021,
10

 penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp 1.324 

triliun yang mana penyumbang terbesar adalah pajak penghasilan. Pajak 

penghasilan mengisi hampir setengah dari komposisi pajak dalam negeri, yakni 

Rp 615.210 triliun atau hampir dari setengah dari pajak dalam negeri berasal 

dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri terdiri dari beberapa 

komponen yang diatur dalam UU KUP.  

Di Indonesia pengumpulan pajak masih jauh dari angka ideal. Dalam hal 

pengumpulan pajak, salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan 

pajak adalah tax ratio. hingga saat ini tax ratio menjadi ukuran yang dianggap 

memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara. Tax ratio 
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adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik 

Bruto (PDB) dimasa yang sama. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa 

yang digunakan dalam produksi.
11

 Melansir data yang dikeluarkan World Bank, 

“Tax revenues above 15 percent of a country’s gross domestic product (GDP) 

are a key ingredient for economic growth and, ultimately, poverty reduction.”.
12

 

Hal ini berarti untuk menjalankan suatu perekonomian negara yang bertumbuh 

dan dapat mengentaskan kemiskinan, maka suatu negara setidaknya harus 

mencapai rasio 15%. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 

tahun 2011-2021, penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia berada pada 

kisaran 8,33%-11,77%. Hal ini berarti dalam satu dekade terakhir, Tax Ratio 

terhadap PDB Indonesia tidak mencapai target optimal berdasarkan standar 

World Bank, bahkan Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) pada laporan Revenue 

Statistics in Asia and the Pacific 2021, dari 24 negara di Asia Pasifik, tax ratio 

Indonesia hanya mencapai 11,6% , hanya lebih tinggi dibandingkan dengan 

Laos dan Bhutan.
13
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Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih 

sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal 

mungkin.
14

 Hal tersebut mendorong untuk pengusaha untuk melakukan 

penghindaran dan perlawanan pajak, yang berimplikasi terhadap rendahnya 

penerimaan negara melalui pajak. Faisal Basri, Ekonom senior Indonesia, 

berpendapat bahwasanya “tax ratio turun menyebabkan pemerintah makin 

lemah untuk membiayai kebutuhannya”.
15

 Rendahnya rasio penerimaan pajak 

negara salah satunya diakibatkan oleh perlawanan terhadap pajak. Sebagai salah 

satu pendapatan terbesar untuk negara, pemerintah melakukan upaya guna 

memaksimalkan pendapatan melalui pajak. Namun dari pandangan Wajib Pajak 

Badan (perusahaan), dengan adanya pajak sebagai biaya, nantinya akan  

berpengaruh pada menurunkan laba setelah pajak (after tax profit). Namun pada 

umumnya para pelaku usaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban 

yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. 

Dengan demikian, tentunya perusahaan akan melakukan berbagai cara agar 

tidak menurunkan laba setelah pajak salah satunya dengan melakukan 

perlawanan pajak.
16
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Perlawanan terhadap pajak dapat didikotomikan menjadi perlawanan aktif 

dan pasif. Perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit 

pemungut pajak dan menyampaikan laporan, yang mana hubungan erat dengan 

struktur ekonomi. Sedangkan, perlawanan aktif adalah semua usaha dan 

perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan 

menghindari pajak.
17

 Menurut Mardiasmo, perlawanan aktif pajak meliputi 

segala usaha dan tindakan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan 

tujuan untuk menghindari pajak. Terdapat dua bentuk perlawanan pajak aktif, 

yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). 

Kedua jenis perlawanan pajak ini berbeda, namun sama-sama mengurangi 

jumlah pendapatan pajak pemerintah.
18

 

Pada dasarnya terdapat perbedaan di antara tax avoidance dan tax evasion, 

perbedaan tersebut terletak pada sisi legalitasnya. Tax avoidance adalah strategi 

dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib 

pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
19

  Jika ditilik dari 

sudut pandang hukum, tax avoidance merupakan tindakan yang legal dengan 

memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Lain halnya dengan tax evasion, tax evasion 

merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan 
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perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.
20

 

Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana karena 

upaya penghindaran pajak lebih mengarah pada penggelapan pajak yang dari 

sisi legalitasnya sudah dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Upaya 

penghindaran pajak pada tax evasion dilakukan dengan cara-cara yang 

bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku. Pada hal tersebut wajib 

pajak sudah memiliki niat untuk tidak membayar pajak. 

Dalam hal pemungutan pajak, penerimaan negara melalui pajak masih jauh 

dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada data dari Direktorat 

Jenderal Anggaran, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 hanya mencapai 

72.02% yakni pada angka Rp 1.136,17 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari 

target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2019, 

yang tercatat sebesar Rp 1.577,58 triliun. Dengan jumlah realisasi yang lebih 

kecil dari target mengindikasikan bahwa penerimaan dari sektor pajak belum 

optimal. Hal tersebut  dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah 

satunya adalah praktik penghindaran pajak (tax avoidance) atau bahkan 

penggelapan pajak (tax evasion). 

Penggelapan pajak adalah praktik yang tidak terelakan dan sulit untuk 

dilacak, dalam literatur lain, penggelapan pajak masuk ke salah satu kegiatan 

shadow economy. Shadow economy didefinisikan sebagai ekonomi bawah 
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tanah, informal, atau paralel, ekonomi bayangan mencakup tidak hanya kegiatan 

ilegal tetapi juga pendapatan yang tidak dilaporkan dari produksi barang dan 

jasa legal, baik dari transaksi moneter atau barter.
21

 Shadow economy juga 

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk kepentingannya 

sendiri atau atas dasar timbal balik, yang sebagian besar umumnya tidak akan 

dikenakan pajak.
22

 

Dalam tulisan ini penulis berfokus meneliti mengenai salah satu metode 

penggelapan pajak dengan menempatkan uang dalam suatu yurisdiksi bebas 

pajak atau tax haven country. Tax haven didefinisikan sebagai suatu yurisdiksi 

yang membolehkan transaksi berlangsung dalam kondisi yang sangat 

dirahasiakan yang melegalisir wajib pajak menghindari pajak.
23

 Tax haven 

countries dikenal sebagai tempat berlindung pengemplang pajak. Implikasi 

dari praktik tax haven ini adalah terjadinya pengalihan pajak ke negara tax 

haven dan/atau penggerusan pajak di negara lainnya (negara sumber).  

Dalam menggelapkan uang yang dapat dikenakan pajak, perusahaan atau 

perorangan seringkali mengakalinya dengan membuat perusahaan cangkang 

yang berada di yurisdiksi bebas pajak. Perusahaan cangkang adalah perusahaan  

yang didirikan secara resmi dan terdaftar secara hukum dalam wilayah atau 
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yurisdiksi tertentu, namun tidak melakukan kegiatan apapun. Perusahaan 

cangkang juga dikenal dengan sebutan special purpose vehicle (SPV). 

Perusahaan cangkang biasanya berhubungan dengan bisnis yang melanggar 

hukum seperti penghindaran pajak, pencucian uang, bahkan penyamaran dana 

dari tindak pidana. Tindak pidana tersebut biasanya berupa tindak pidana 

perpajakan, korupsi, narkotika, dan tindak pidana lain.  

Perusahaan cangkang biasanya didirikan pada negara surga pajak atau suaka 

pajak, bertujuan untuk menghindari pajak yang tinggi mengenai asetnya di 

dalam negeri. Dalam menghindari pajak, modusnya dengan mengalihkan laba 

perusahaan afiliasi pada perusahaan cangkang. Saat laba teralihkan, nilai pajak 

pada perusahaan afiliasi akan berkurang. Modus yang sama juga digunakan 

dalam menutupi laba dari tindak pidana.
24

 SPV sendiri memiliki citra yang 

buruk, karena banyak SPV yang didirikan di negara atau kawasan surga pajak 

(tax haven) yang memberikan tarif pajak sangat rendah, atau bahkan bebas 

pajak, plus perlindungan kerahasiaan bank (bank secrecy). Dengan karakteristik 

tersebut, SPV dapat dipakai sebagai sarana untuk penghindaran atau 

penggelapan pajak.
25
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Praktek penggelapan pajak lintas negara merupakan salah satu kejahatan 

terorganisir transnasional. Penegakan hukum perpajakan seringkali berkaitan 

erat dengan penegakan hukum pada tindak pidana lain seperti Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU).
26

 Tindak pidana pencucian uang sendiri termasuk ke 

dalam kejahatan terorganisasi transnasional, sebagaimana menurut Article 7 

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) 

yang menyebutkan bahwa masing-masing pihak harus melembagakan rezim 

peraturan dan pengawasan domestik yang komprehensif untuk bank dan 

lembaga keuangan non-bank, dan jika perlu badan-badan lain yang sangat 

rentan terhadap pencucian uang dalam kompetensinya untuk mencegah dan 

mendeteksi segala bentuk pencucian uang, rezim mana yang harus menekankan 

persyaratan untuk identifikasi pelanggan, pencatatan dan pelaporan transaksi 

mencurigakan. UNTOC sendiri telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).  

Disamping itu, Indonesia juga menandatangani ASEAN Declaration on 

Transnational Crime pada tahun 2017 yang di dalamnya juga membahas 

mengenai tekad Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

yang merupakan salah satu kejahatan transnasional. Bila melihat 

karakteristiknya, kejahatan transnasional tersebut memiliki ciri khas tersendiri, 
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di antaranya: mencuci uang hasil perdagangan gelap, baik yang berasal dari 

kegiatan kriminal maupun yang disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah; 

memperluas jaringan operasinya keluar negeri; serta bekerja sama dengan 

kelompok kejahatan transnasional terorganisir lainnya.
27

 

Bila menelaah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang di 

Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU) pada Pasal 2 ayat (1) huruf v 

menyebutkan bahwasannya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana di 

bidang perpajakan termasuk hasil tindak pidana. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat 

(1) UU TPPU tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana pencucian 

uang. Dalam hal ini setiap tindakan baik yang dilakukan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut 

hukum Indonesia.
28

 Hal ini semakin menegaskan bahwasannya tindak pidana 

pencucian uang tidak hanya akan ditindak apabila dilakukan di Indonesia, 

namun juga apabila tindakan tersebut dilakukan di luar Indonesia. 

Dalam hal kejahatan transnasional mengenai tindak pidana pencucian uang 

yang berkenaan dengan penggelapan pajak, di tahun 2016 terjadi skandal 

Panama Papers, Panama Papers adalah investigasi yang mengungkapkan 
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hubungan lepas pantai dari yang menyebutkan beberapa tokoh paling terkemuka 

di dunia. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), 

bersama dengan surat kabar berdomisili di Jerman, Süddeutsche Zeitung dan 

lebih dari 100 mitra media lainnya, menghabiskan satu tahun menyaring 11,5 

juta file yang bocor untuk mengungkap kepemilikan lepas pantai. Ini mencakup 

hampir 40 tahun data dari firma hukum yang kurang dikenal tetapi kuat yang 

berbasis di Panama. Perusahaan itu adalah Mossack Fonseca yang memiliki 

kantor di lebih dari 35 lokasi di seluruh dunia, dan merupakan salah satu 

pencipta perusahaan cangkang, struktur perusahaan yang dapat digunakan untuk 

menyembunyikan kepemilikan aset. Analisis ICIJ terhadap catatan yang bocor 

mengungkapkan informasi tentang lebih dari 214.000 perusahaan lepas pantai 

yang terhubung dengan orang-orang di lebih dari 200 negara dan wilayah. Data 

tersebut mencakup email, spreadsheet keuangan,
29

 paspor, dan catatan 

perusahaan yang mengungkapkan pemilik rahasia rekening bank dan 

perusahaan di 21 yurisdiksi lepas pantai, termasuk Nevada, Hong Kong, dan 

Kepulauan Virgin Britania Raya.
30
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Panama Papers telah mengangkat kekhawatiran tentang rendahnya tingkat 

transparansi yang terlibat dalam pengawasan keuangan „1%‟.
31

 Transaksi yang 

terungkapkan dan rilis lebih dari 2 Terabyte data, setara dengan lebih dari 11,5 

juta dokumen.
32

 Dalam dokumen tersebut juga menyebutkan keterlibatan orang-

orang Indonesia, baik dari pengusaha hingga pejabat publik masuk kedalam 

dokumen investigasi tersebut. Bocoran dokumen itu menaksir tak kurang dari 

Rp. 2.300 triliun uang orang Indonesia ditanam di sejumlah yurisdiksi bebas 

pajak. Data dari semua negara berkembang menyebutkan lebih dari satu triliun 

dolar uang ilegal disedot keluar setiap tahun. Ini jauh lebih besar dari pada 

seluruh investasi luar negeri yang masuk ke negara-negara itu setiap tahun.
33 

Berhubungan dengan pemungutan pajak, sebagai gambaran adanya 

hambatan dalam pemungutan pajak, Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian 

Keuangan merilis data, bahwa dalam periode 2015-2021 terdapat sebanyak 

76.373 kasus sengketa pajak pada Peradilan Pajak.
34

 Melihat banyaknya 

sengketa pajak, adapun terkait keterlibatan warga negara Indonesia dalam 

tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana di bidang perpajakan 
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diperkuat dengan adanya data terbaru dari PPATK yang menyebutkan bahwa 

ada sekitar 539 kasus telah diterima oleh otoritas pajak dan sebanyak lima kasus 

telah diputuskan sebagai kejahatan pajak. Namun dalam hal kejahatan 

pencucian uang yang berkaitan dengan pajak setidaknya enam kasus sedang 

dilakukan oleh pemeriksaan dan penyidikan.
35

 Secara kumulatif, sebanyak 16 

kasus tindak pidana pencucian uang pada bidang perpajakan dalam kurun waktu 

2016 hingga 2020 berhasil diungkap.
36

 Berdasarkan data tersebut adapun yang 

menjadi faktor rendahnya penindakan TPPU pada tindak pidana di bidang 

perpajakan adalah tingkat pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki aparat 

penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, membuat proses 

yang tepat dari aparat penegak hukum dalam menerapkan UU TPPU jauh dari 

optimal.
37

 Dengan dasar tersebut peneliti memfokuskan penelitian mengenai 

tindak pidana pencucian uang lintas negara hasil tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

mengkaji mengenai penegakan hukum Indonesia tentang kejahatan 

transnasional dalam lingkup transaksi keuangan sebagaimana sebagaimana 

menurut UNTOC yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang 
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Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang mana 

berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Pencucian Uang. Adapun untuk menjawab permasalahan 

tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul. “ANALISIS 

PENEGAKAN HUKUM  INDONESIA TENTANG KEJAHATAN 

TRANSNASIONAL DALAM LINGKUP TRANSAKSI KEUANGAN 

(STUDI KASUS SKANDAL PANAMA PAPERS TAHUN 2016)”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dalam rangka 

mengkaji mengenai penegakan hukum Indonesia terkait kejahatan transnasional 

dalam lingkup transaksi keuangan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

dalam penelitian yang dapat melimitasi skripsi ini, yakni: 

1. Bagaimana pengaturan hukum Indonesia tentang kejahatan transnasional 

dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan? 

2. Bagaimana penegakan hukum Indonesia dalam menindak kejahatan 

transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di 

bidang perpajakan? 

C. Batasan Masalah 

Adapun dalam melimitasi cakupan penelitian, penulis dalam hal ini hanya 

meneliti mengenai kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil 



 

 

tindak pidana di bidang perpajakan yang memanfaatkan SPV pada skandal Panama 

Papers pada tahun 2016. Adapun penulis hanya meneliti pengaturan hukum yang 

ada sampai dengan tulisan ini selesai dibuat. 

D. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya:  

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum Indonesia tentang 

kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak 

pidana di bidang perpajakan. 

2. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum Indonesia dalam menindak 

kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak 

pidana di bidang perpajakan. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan 

penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan 

manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan 

analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang 

mengenai pengaturan hukum kejahatan transnasional dalam lingkup 

transaksi keuangan serta penegakannya di Indonesia. 

 



 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan 

mengenai penegakan hukum kejahatan transnasional dalam lingkup 

transaksi keuangan di Indonesia. 

b. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan dalam penegakan hukum kejahatan 

transnasional dalam lingkup transaksi keuangan. 

c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan 

bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum 

Internasional mengenai kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi 

keuangan. 

F. Metode Penelitian 

1. Tipologi Penelitian 

Guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. 

Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum 

normatif-empiris (applied law research) merupakan penelitian yang 

menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku 

hukum.
38

 Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari 

ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in 
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concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat 

gabungan dua tahap kajian yaitu :
39

 

a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;  

b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat 

diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil 

penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan 

ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara 

patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data 

sekunder dan data primer, yang mana membutuhkan data dari lapangan 

tersebut membantu penulis untuk dalam mendapatkan kesimpulan. 

Penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono 

dalam bukunya, bahwa bentuk penelitian deskriptif merupakan suatu 

penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus 

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
40

 

Penulis mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum 

yang berlaku, mengelaborasinya secara detail kemudian memberikan 

kesimpulan yang dapat berupa hukum terhadap penelitian yang dilakukan. 
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Guna menunjang penelitian normatif tersebut, penulis mendapatkan data di 

lapangan agar dapat mengkaji rumusan permasalahan penulis secara lebih 

mendalam. 

2. Pendekatan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa 

pendekatan, yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan 

menggunakan legislasi dan regulasi karena yang diteliti adalah berbagai 

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam 

penelitian ini.
41

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan 

kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak 

pidana di bidang perpajakan. Dalam penelitian ini salah satu perundang-

undangan dan regulasi adalah UNTOC, UU TPPU, UU KUP, dan 

produk legislasi lainnya. 

b. Pendekatan konseptual  (Conceptual Approach)  

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan 

hukum yang mengatur tentang apa yang hendak diteliti, yaitu penegakan 

hukum kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil 

tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan demikian pendekatan 
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konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik 

secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.
42

 

c. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 

Metode komparasi adalah suatu metode yang mengadakan 

perbandingan antara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk 

menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang 

diselidiki.
43

 Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan 

penegakan hukum kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi 

keuangan di Indonesia hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan 

penegakan hukum yang ada di negara lain. Dalam penelitian kali ini, 

penulis mengambil contoh kasus di Amerika Serikat yang berkaitan 

dengan skandal Panama Papers, yakni UNITED STATES OF 

AMERICA, v. Ramses OWENS, a/k/a “Ramses Owens Saad,” Dirk 

Brauer, Richard Gaffey, a/k/a “Dick Gaffey,” and Harald Joachim Von 

Der Goltz, a/ k/a “H.J. von der Goltz,” a/k/a Mohan von der Goltz,”, 

Defendants. 

3.   Sumber Data 

a. Data primer 

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh 

terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan 
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langsung di dalam masyarakat.
44

 Sumber data primer adalah data yang 

diambil dari sumber yang berasal dari lapangan, yang didapatkan 

melalui wawancara dengan informan atau pihak berkepentingan yang 

dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. 

b. Data sekunder 

Data sekunder berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap. 

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data 

sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat 

laporan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder 

merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.
45

 

4.   Jenis Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena 

dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk 

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
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3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan 

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan 

5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 

Internasional 

7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

8) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

9) United Nations Convention against Corruption 

10) ASEAN Declaration on Transnational Crime 

11) Financial Action Task Force Forty Recommendations 

12) Putusan-putusan Peradilan yang berkaitan 

13) Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan 

14) Peraturan-Peraturan Presiden yang berkaitan 

15) Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan berkaitan 

b.   Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, 



 

 

teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.
46

 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder,
47

 antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 

Inggris, Black’s Law Dictionary yang membantu dalam menerjemahkan 

istilah-istilah dalam penulisan. 

5.   Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian Hukum Normatif 

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto 

Achmad, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif 

dapat dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, 

baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan 

hukum tersier.
48

 

b. Penelitian Hukum Empiris 

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 

2 (dua) teknik yang digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri 
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maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik 

tersebut adalah wawancara dan angket atau kuesioner.
49

 

1) Wawancara 

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk mendapat 

informasi.
50

 Wawancara digunakan dalam penelitian hukum empiris 

dalam rangka memperoleh informasi yang hanya diperoleh dengan 

dalam bertanya secara langsung kepada informan. Adapun Informan 

yang diwawancarai adalah Muh. Afdal Yanuar, Legal Analyst Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wawancara 

dilaksanakan pada 24 November 2022, Pukul 09.00 Waktu 

Indonesia Barat, melalui virtual meeting. Adapun dalam wawancara 

penulis mengajukan pertanyaan terkait penegakan hukum Indonesia 

dalam Skandal Panama Papers guna mendapatkan informasi dari 

salah satu pihak yang berwenang menindak tindak pidana pencucian 

uang hasil kejahatan di bidang perpajakan. Teknik wawancara yang 

digunakan berjenis wawancara semi struktural,
51

 yang kemudian 

penulis mengolah data dari wawancara tersebut menjadi skrip 

verbatim. 
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2) Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan serta mempelajari dokumen yang dapat berupa arsip-

arsip, catatan, atau tabel yang akan memberikan gambaran yang 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono 

Soekanto dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan 

pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan materi yang dibahas.
52

 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier 

dianalisis dengan beberapa teknik, yaitu:  

a. Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk 

memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi 

hukum.
53

 Dalam tulisan ini, penulis mengambil peraturan hukum baik 

level internasional, regional, dan juga nasional yang berkaitan dengan 

tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana pencucian uang. 

Adapun beberapa peraturan hukumnya tersebut adalah UNTOC, UU 

TPPU, UU KUP, dan produk hukum lainnya. 
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b. Teknik Komparatif, yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan 

pendapat-pendapat sarjana hukum yang terdapat di dalam bahan hukum 

sekunder.
54

 Adapun dalam penulis melakukan komparasi hukum kepada 

putusan persidangan di negara Amerika Serikat dengan nama kasus 

UNITED STATES OF AMERICA, v. Ramses OWENS, a/k/a “Ramses 

Owens Saad,” Dirk Brauer, Richard Gaffey, a/k/a “Dick Gaffey,” and 

Harald Joachim Von Der Goltz, a/ k/a “H.J. von der Goltz,” a/k/a 

Mohan von der Goltz,”, Defendants. 

c. Teknik Evaluasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hasil 

atau kesimpulan yang didapat dari teknik deskripsi dan teknik komparasi 

yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk menentukan sikap peneliti atas 

deskripsi dan komparasi yang ada.
55 

Dalam tulisan ini penulis 

menentukan sikap atas temuan yang diperoleh yang kemudian 

dituangkan dalam bagian saran pada skripsi ini. 

d. Teknik Argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau 

pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi 

dan teknik komparasi. Teknik ini digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti oleh penulis.
56

 Pada penelitian ini, setelah 

menganalisis terkait pengaturan hukum serta penegakan hukum 

Indonesia dalam menindak kejahatan transnasional dalam lingkup 
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transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan ditambah 

keterangan informan pada wawancara, kemudian penulis mengambil 

kesimpulan yang tertuang pada BAB IV skripsi ini. 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan 

yang lebih jelas mengenai hal yang ditulis oleh penulis dimana penulisan ini 

dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-

substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 

tinjauan umum peran masyarakat yang didalamnya terdapat sejarah tindak 

pidana pencucian uang, pengertian; objek; unsur; tahap dan proses; serta metode 

pencucian uang. Selanjutnya pada bab ini membahas mengenai kejahatan 

transnasional, tindak pidana pencucian uang, transaksi keuangan, serta 

penggelapan pajak. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai penegakan 

hukum Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi 



 

 

keuangan. Hasil dari penelitian ini terdiri dari pengaturan hukum Internasional, 

Regional, dan Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup 

transaksi keuangan serta hambatan dalam menindak kejahatan transnasional 

dalam lingkup transaksi keuangan di Indonesia. Serta penegakan hukum 

Indonesia sesuai dengan studi kasus skandal Panama Papers. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi 

penelitian. 

 


